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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 80/Pdt-sus-
PHI/2023/PN.MDN tidak sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan yang
berlaku, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta
Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Ketidaksesuaiannya meliputi status Dian Ratna sebagai pekerja yang
seharusnya PKWTT bukan PKWT karena berdasarkan jenis pekerjaannya
yang tetap serta jangka waktu dan perpanjangan kontrak yang tidak
diperbolehkan dalam Undang-Undang. Hal ini berimplikasi kepada
ketidaksesuaian penerapan PHK di dalam putusan. Alasan usia yang
digunakan sebagai alasan PHK oleh PT.BRI dan Hakim tidak sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang. Kompensasi yang diputus oleh Hakim
sebesar 1 bulan upah untuk pekerja PKWT juga tidak tepat. Dian Ratna
dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhak menerima kompensasi PHK
yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang

penggantian hak.
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B. Saran
1.  Saran kepada perusahaan
Dalam melaksanakan hubungan kerja, perusahaan wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya terkait jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai
PKWT, jangka waktu PKWT, prosedur PHK, serta hak atas
kompensasi yang harus diterima oleh pekerja.
2. Saran untuk pengadilan.

Dalam menangani suatu perkara, seorang Hakim harus
untuk Dberlandaskan undang-undang yang relevan. Dengan
pertimbangan Hakim dan putusan Hakim yang sesuai dengan
perundang-undangan maka akan menimbulkan citra yang baik
kepada pengadilan itu sendiri. Maka dari itu untuk memberikan
putusan dan pertimbangan perlu cermat dan paham akan hubungan
suatu perkara dengan pasal yang mengatur.

3. Saran untuk pekerja
Tetap perjuangkan hak tersebut hingga tingkat akhir, sebab
hak-hak setiap manusia dilindungi oleh hukum. Bertanya kepada para
ahli akan perkara yang dialami, hal ini bisa meningkatkan bukti serta

memperkuat dalil-dalil yang akan diperjuangkan.
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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
sebagaian dan nilai gugatan tidak melebihi Rp.150.000.000.00 (seratus lima
puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 segala ongkos yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Negara yang besarmya sebagaimana tertera dalam amar
putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang
nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial,
Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Wakiu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ,

MENGADILI;

DALAM KONVENSI:
DALAM POKOK PERKARA

1, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat
dengan Para Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para
Tergugat Putus karena berakhimya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
sejak tanggal 30 November 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 15
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Wakiu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan
Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kompensasi
atas berakhimya Penanjian Kerja Waktu Tertentu sesual ketentuan
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar
satu bulan upah terakir yang diterima oleh Penggugat vaitu
Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 31 darl 33 halaman Pulusan Nomor 80Pt Sus-PHI/2023/PN Mdn
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